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Untuk Diberitakan

Kanwil DJP Jawa Barat I Telisik Ratusan Pengguna Faktur pajak Bermasalah

Bandung, 8 Juni 2015. Upaya pengamanan penerimaan pajak terus dilakukan secara gencar. Kali ini Kanwil

DJP Jawa Barat I menyasar para pengguna Faktur Pajak yang disinyalir tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

Hal ini terungkap dalam data yang mereka peroleh dari Direktorat Intelejen dan penyidikan beberapa waktu

lalu. Berdasarkan data tersebut, Kanwil DJP Jawa Barat I langsung melakukan pemanggilan kepada para pKp.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Tim Penyidik diperoleh keyakinan bahwa modus yang digunakan oleh para

pengusaha itu adalah melakukan pengkreditan Faktur Pajak secara tidak sah secara material. Atas tindakan ini

negara mengalami potensi kerugian sekitar 1.37.4 milyar.

Pemanggilan para pengusaha dilakukan di Kanwil DJPJawa Barat l, jalan Asia Afrika'J.'J.4, Bandung. Kegiatan ini

dilakukan secara rutin setiap hariselasa dan Kamis. Hasil pantauan pada hari pertama pelaksanaan kegiatan ini

disimpulkan bahwa para pengusaha cukup kooperatif. Pada hari itu telah dipanggil 18 pengusaha. Hasil

klarifikasi pada hariitu membuahkan komitmen pembayaran pajakdariT pengusaha sebesar 1-4,6 milyar.

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat l, Adjat Djatnika, mengatakan bahwa upaya pengamanan penerimaan terus dia

lakukan dengan berbagai cara. "Penelitian Faktur Pajak ini hanyalah salah satu contoh upaya kami. Selain itu

kami terus melakukan upaya lain seperti intensifikasi pemungutan pajak melalui pemanfaatan data pihak

ketiga, dan lain-lain. Center fo Tax Analysis (CTA) sudah mulai mengolah data dari berbagai sumber. Kamijuga

membentuk Tosk Force yang secara rutin turun ke KPP untuk membantu teman-teman di sana,,, papar Adjat.

Adjat juga berharap tim kerjanya tetap mempunyai semangat yang tinggi dalam menyukseskan program kerja

DJP.

Terkait dengan program nasional Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, Kanwil DJp Jawa Barat I juga telah

melakukan penyebaran informasi ke Wajib Pajak. Berbagai bentuk sosialisasi dan publikasi dilakukan agar para

Wajib Pajak mengetahui fasilitas penghapusan sanksi administrasi ini. Publikasi yang dilakukan pun tidak hanya

melalui media arus utama, tapi juga melalui media sosial. Kanwil DJP Jawa Barat I menyadari bahwa media

sosial telah menjadi media komunikasiyang punya daya jangkau luas. Pemilihan media komunikasiyang tepat

tentu akan menghasilkan outcome yang baik pula.
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